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TENTANG

PELIII{PAHAN KEKUASAAIV PEITGELOLAAII KEUAJTGA}iI DAERAII
DARI KEPATA DATRAH KEPADA SKPKD KEPALA BADAJS PEI{GELOLA KUUATfGAJT

nIAERAH I{ABUPATEIY HALTUAHEBA BARA? SELAKU PFKD DALAM IVIELAKSAIIAXAH
FUNGSINYA SELAKU BENDAITARA UnfiUM DAERAH {BUD}

DI S.INGKUI{GA"II PEITIERIT{TATI KAETIPATEIS HALMA}IER.& BARAT
T.&HU$ AT{GGARAIT 20.23

BUPATI HALIIIAI'{EIIA BARAT,

Menimtrang '. a. trahrna untuk kelancaran Pengetr*iaan Keuan6lan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Penrlapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
I{almahera Barat Tahun Anggaran 20'2L, maka berclasarkan Fasal 4
ayat {3) dan a5,'at {4) hr-rrrif b Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun
20lq tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2A2* tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Selakr-r Kepala Daerah sehagai
Femegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah periu
rnelirnpahkan Pengelolaan l{euangan Daerah clari Kepala Daeratr
Selaku Kepala Pemerintah lfaerah kepada Kepala Badan Pengelt.:la

Keuangan Daerah sel:agai irejaLrat Pengelola Keuangan Dnerah lli
Lingkungat Pemerint.ah Kabupaten Halmahera l3arat;

tt" bahr.va berrlasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksucl huruf a.
prrlu menetapkan Keputusan l3upati tentang Pelimpahan Kekuasnan
Pengelolaan Keuangan l)aerah Dari Kepala Daerah Kepada SKPKIf
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Flaimahera
Rarat Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKil} Dalarn
Melaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara Umum l)aerah (BUDi Ifi
Lingkr-rngan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
'2CI'.23.

&{engingat ; 1. Undang-undang Nornr:r 60 T'ahun 1958 t-entang Penetapan lJndang-
undang N<lmor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan llaerah*
riaerah Srruatantra Tingkat II Dalam wila5rah Daerah Swatantra Tingkat
I Maitiku menjadi Unrlang-unrlang;

'2. Undang-undantr1 Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi
Maluku lJtara, Kabupaten lluru dan Kal:upaten Maluku Tenggara

Barat, Sebagaimana Teiah Diubah Dengan Undang-undang Nomor {r
Tatrun 20t)0;

3. Undang*undang Nomor 1 'lahun 2003 tentang Pernbentukan
Kabupaten l'{almahera Utara, Kr:bupaten Halmahera Selatan,
KaLrupieten Kepular:an Sula, Kabupaten Halmahera 'lirlur dr:n Kr:ta
Tidare Kepulauan di Frovinsi Maluku tJtara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Llndang-undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbeurlaharaan
Negara;

6, iJnciang-unrlang Nornor 33 Tahun 2004 tentlng Perimbangan
Keuangan antilra Pemerintah Pusat cian Daerah;

7. tlndang-undang Nomor' 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipil Negara;

L lJndang-undang l\omor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan l)aerair;

!} Peratqran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimhangan;

Jalan Pengabdian Desa Jati Parniti. Kec' Jarilolo Korle Pos 9775'2
1{abupaten Halmahera Barat - iVlaluku Utara Te1p. tA922) 2221CIOt, Fa-x tO922) 2'2214*1
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10" peraturan Pemerintah Nomor LZ Tatrun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daera};

1)

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomcr 77 ?ahun 2O2* tcntang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daer*h Nomar 2 'tahun 2O2l tentang Perubahar Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nornor 6 Tahun 24rc
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KaLtupaten

Halrnahera Barat;
Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022

tentang Pengelalaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmah*ra Barat Nomor Tahun 2422

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Katrupatea
Ha-lmahera Barat Tahun Anggaran 2*23;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2022 tentang
Peajabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Hahnahera Barat Tahun Anggaran 2023.

*rE*{ur[I$K.*N:

Melimpahkan Kekuasaafl Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala
Daerah Kepada SKPKD Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Haknahera Barat Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara
umum Daerah {BUD} Di Lingkungan Pemerintah Kahupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A'23-

pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktu-ar Kesatu, SKPKD selaku
PPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempun}'ai tugas :

a. Menl,qsun dan meiaksanakan kebijakan trengelnlaarr Keuansan
Daerah;

b. Menyusun rancangan Perda tentareg APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan ApBD dan rancangan Perda tentang
pertanggungiarvatran pelaksanaan APBD;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yeng telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakal fungsi BUD; dan
e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

peruadang- undangan; dan
t. Bertanggung ja*,ab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Daeratr melalui Sekretaris Daerah.

Pelimpahan setragairnana dimaksud Diktum Kesatu, PPKD selaku BUD
trerwenang:
a. Menyusun kebijakar:. dan pedoman peLaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA-$KPD;
c. Melakukan pengendalian peiaksanaan APBD;
d. Memberikan petunjuk teknis pfllaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaraa kas daerah;
Melaksanakat pernungutan pajak daerah;
Menetapkan SPD;
Meayiapkan pelaksanaan piajarnan dan pemlreriaa jalniaan atas
nafira Pemerintah Daerah;
Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
Menyajikan inforrnasi keuangan daerah;
Melakukan pe*Catatan dan pengesahan clalam hal penerimaan dan
Pengeluaran daera-h sesuai dengan keteniuan peratura*
perundang-undan1gafi, tidak dilakukan melalui Rekeaing Kas
Umum llaerah; dan

k. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaia
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
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Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Ketiga,
PPKD memiliki kewenangan lain, yaitu :

a. Mengelola investasi;
b. Menetapkan anggaral kas;

Melakuka n pembayaran melalui 1:enerbitan SP2D ;

Membuka rekening Kas lJmum Daerah;
Mem Lruka rekening penerimaan;
Membuka rekening pengeluaran; dan

g. Menyusun laporan keuangan yang merupakar:
pertanggungjarvaban peiaksanaan APBD.

Pelimpahan \ve\venang sebagairnana dimaksuri Diktum Kesatu, Seiaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKDi berLanggungjawab penuir
atas Pengeloiaan Keuanglan sesuai ketentuan peraturan perundang-
ur:dangan .yan€l berlaku.

Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud rlalarrr
Dikfirm Kesatu, tetap berperlomaa pada ketentuan Peraturan
Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Heuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2ti2i)
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan l)aerah dan ketentuan
Perund ang- undangan lainnya.

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal : ?J
Jaiiolo

uari 2t]211

BUPATI BARA'T,

JAIVIES UAIVG

?em&usan : disamrraikan kepada Yth;

i. Menteri Daiam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Malukli Utara di Safill,
3. Baelan Pemeriksaan Keuangan Penvakilan Maluku Utara di'lernate,
+. inspektur hispektorat Kabupaten I lalmairera Barat cii Jailolo,
5. Yang bersangkutan untr:k diketahui dan seperlr-urya.

Sekretaris Daerah

A.ss. Bid, Bko & Pemirangunan

Kabag. Hukum 8u Orgs
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